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\SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2 muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar
onal conflict), konflik antar kelompok (intergroup conﬂicr),
apok dengan negara (vertical conflict), konflik antar negara
t), sctiap skala memiliki latar belakang dan arah
Masyarakat di .:dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik
perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola
ksana akan mendominasi proses sosial dan bersifat konstruktif
ial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan.

1 Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan
can bahwa peran para gubernur, bupati, walikota sebagai ketua
at daerah. Yaitu : (1) Menyusun rencana aksi terpadu nasional,
kan pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan gangguan
thnya ; (3) Segera memberikan penjelasan kepada publik
ya gangguan keamanan didaerahnya sebagai akibat konllik
ne serta perkembangan penanganannya, dan (4) Melaporkan

cepada Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan

yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan arah yang
ianganan dan pengelolaan konflik yang terjadi baik skala

upun berskala nasional. Pelaksanaan kebijakan tersebut
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siapan masing-masing daerah dengan menggunakan prosedur

ya dengan dana yang memadai.

laan dan Resolusi Konflik Sosial

pendapat para pakar manjemen konflik bahwa terdapat dua
dengan pengeloaan konflik sosial yaitu mencakup pencegahan
wyelesaian konflik. Penanganan konflik sosial di masyarakat
i pada tahap pencegahan saja, akan tetapi hendaknya sampai
n konflik yang terjadi. Sejalan dengan undang-undang No. 7
1 penanganan konflik sosial disebutkan bahwa dalam status
kala kabupaten/kota, bupati/walikota bertanggungjawab atas
¢ kabupaten/kota (Pasal 23 ayat 1). Peranan pemerintah dalam
ik sosial adalah suatu kewajiban yang mesti ditunaikan,
potensi-potensi konflik yang ada di tengah masyarakat tidak
1flik yang merugikan berbagai pihak. Untuk itu pemerintah
maksimal mungkin menghindari konflik secara terbuka dan
li konflik positif yang menghasilkan  perdamaian dan
rpecahan yang merugikan semua pihak. Sebagaimana yang
dkk (2004), bahwa output dari konflik akan menghasilkan

onis setelah tercapainya suatu kesepakatan.

ventif
1 konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

1ya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan
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dini. Dalam hal terjadi konflik sosial. Pemerintah, Pemerintah

nasyarakat, dapat melakukan beberapa Usaha, yaitu :

hara Kondisi Damai Dalam Masyarakat
ngka memelihara kondisi damai dalam masyarakat, Pasal 7
iap orang untuk (a) mengembangkan sikap toleransi dan saling
kcbebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
‘2: (b) menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang
ui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
|) rmengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban

nusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,

#11. kedudukan sosial, dan warna kulit; (e) mengembangkan persatuan
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a5 dasar kebhinneka-tunggalikaan; dan/atau (f) menghargai pendapat
yrang lain.
talam amanat UU No. 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa pemerintah dan
wrah wajib meredam potensi konflik sosial dalam masyarakat,
«crintah dan Pemerintah daerah harus membangun sistem peringatan
n dengan hal ini, Pemerintah melalui kementerian dalam negeri telah
ran dalam rangka meredam konflik yang ada untuk menjaga stabilitas
dacrah, antara lain : Peraturan Bersama Menteri Agama dan

) Tahun 2006 — No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

ijakan diatas dilatarbelakangai olch adanya gejolak yang tcrjadi di
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alat terutama masalah konflik pendirian rumah ibadah yang

rang lalu terjadi di beberapa daerah.

lainnya adalah Permendagri No. 34 tahun 2006 tentang

clenggaraan Pembaruan kebangsaan di Daerah, dan Permendagri
011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi

Politik di daerah.

mbangkan Penyelesaian Perselisihan Secara Damai
Jesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai
ngutamakan  musyawarah untuk mufakat. Hasil penyelesaian
‘cara damai harus dihormati, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh

erkonflik. Hasil musyawarah mufakat dimaksud mengikat para

dam Potensi Konflik

Veredam Potensi Konflik, Pasal 9 mewajibkan Pemerintah dan
-ah meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan cara (a)
crencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan

rrakat; (b) menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;

program perdamaian di daerah potensi Konflik; (d)

i{lan dialog antar kelompok masyarakat; (e) menegakkan hukum
inasi; (f) membangun karakter bangsa; (g) melestarikan nilai-nilai

ccarifan lokal; dan (h) menyelenggarakan musyawarah dengan
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masvarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di

‘11 Permendagri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen
VIINDA) sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 16
Pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin 1 yang dimaksud dengan

-egala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan

1akgn metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang

scluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan
pertimbangan dalam mengambil keputusan. Komunitas intelijen
sclanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan

qsur  intelijen  dan  unsur  pimpinan daerah provinsi dan

unitas intelijen daerah Kabupaten Pelalawan di bentuk melalui

Supati Pelalawan nomor : KPTS.821.29/BKBP/2013/57 tentang

ngeotaan komunikasi intelijen daerah Kabupaten Pelalawan. Terdapat

i1 yang dilakukan adalah melakukan rapat koordinasi yang dilakukan

B
c
2

3
1
ke

e
i

jafgesa adn

s
B

5 insidentil untuk saling tukar menukar informasi terhadap situasi
& pada akhirnya berupa laporan dan rekomendasi bagi unsur pimpinan

situasi tersebut.

dian melakukan monitoring dan pemantauan lapangan ke
1 Desa/Kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan
Politik Kabupaten Pelawan melalui Bidang Kewaspadaan Dini

 esbangpol Kabupaten Pelalawan, yaitu melakukan pemantauan

29



©

LWT
.

@

T A UG THe

a3
ba
¥

1ainpa

35

2

e
-

Viemba

®

-anatan dan desa/kelurahan mengenai situasi dan kondisi kemanan

‘aerah tersebut.

g lainnya adalah melakukan pemantauan dan pengawasan

ian unjuk rasa (unras) baik yang menyangkut kerawanan bidang
‘konomi dan budaya maupun kerawanan lainnya. Selanjutnya
tberikan saran dan rekomendasi kepada bupati pelalawan atau
1ah kiranya dapat mengambil langkah-langkah dan kebijakan

nasa .:ﬂl-pennasalahan' yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.

mengusulkan pelaksanaan mediasi terhadap permasaiahan

konflik sosial budaya lainnya, terutama konflik-konflik yang

a kali di mediasi akan tetapi belum tuntas penyelesaiannya dan

1 ckan menimbulkan gejolak sosial.

ngun Sistem Peringatan Dini

rintah dan Pemerintah Daerah Membangun Sistem Peringatan Dini
kornunikasi dengan maksud untuk mencegah: (a) Konflik di daerah
[entifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau (b) perluasan Konflik
- sodang terjadi Konflik. Sistem peringatan dini ini dapat berupa
nformasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di

atu kepada masyarakat. Demikian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7

Tentang Penanganan Konflik Sosial.

rangka Membangun Sistem Peringatan Dini, Pasal 11 menugaskan

Pemerintah Daerah untuk melakukan (a) penelitian dan

potensi Konflik; (b) penyampaian data dan informasi mengenai



-cpat dan akurat; (c¢) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan (e) penguatan dan
Sutagg (ungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Sclam itu juga terdapat Permendagri No. 12 tahun 2006 tentang

spada@n Dini Masyarakat di Daerah. forum ini dibentuk dalam rangka
1fdlag ketentraman, ketertiban dan kemanan masyarakat, menjaga kesatuan
f#rsatan dan kerukunan serta keuiuhan Negara Kesatuan Republik
dong& orum kewaspadaan dini masyarakat yang disingkat dengan FKDM
1gliswadah bagl elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangkat menjaga dan
-micliharakewaspadaan dini masyarakat.
Sejak SOTK pemerintah Kabupaten Pelalawan yang baru sudah dijalankan
da @hun-2013, maka salah satu yang diubah adalah program kewaspadaan
cral: gepiadi suatu bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

K esban g

b
(B

. =t

ominde)

=
g

). bidang ini bertugas memfasilitasi komunitas intelijen Daerah

jupa bertugas memfasilitasi Tim Pemantauan Orang Asing (POA).

tyibak dari bidang ini melakukan pembinaan terhadap forum
{250 dini masyarakat (FKDM).

nlam  rongka melaksanankan tugas untuk menjaga ketertiban dan

no#ali masyarakat di Kabupaten Pelalawan pembinaan terhadap kegiatan

it
ﬁ’

waspadaan dini masyarakat sangat diperlukan. Tugas utama dari

daiah mengumpulkan informasi terhadap setiap gejala perubahan sosial

men @il potensi terjadinya konflik atau gejolak sosial di tengah masyarakat.
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yang di dapat akan di berikan kepada kebangpol Kabupaten

gkup tugas dari FKDM adalah di setiap kecamatan dan
il ini dilakukan mengingat potensi konflik yang terjadi dapat
-uktur masyarakat bawah sehingga pencegahan dapat segera
mewujudkannya dilperlukan komunikasi dan koordinasi yang
Vi dengan Kesbangpol Kabupaten Pelalawan karena keamanan,
stenteraman mcfupakan hak masyarakat dan kewajiban seluruh

it Kabupaten Pelalawan untuk mewujudkannya.

nyelesaian Konflik

-rkembangan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Pelalawan
ang dilakukan pemerintah dalam penyelesaikan konflik sosial.
ternatif penyelesaian konflik sosial ditinjau dari pendapat para
1 konflik dan hasil penelitian di lapangan.

" penyelesaian sengketa atau sering popular disebut sebagai
pute Resolution (ADR) merupakan ekspresi responsif atas
issatisfaction) penyelesaian sengketa (tanah perkebunan) melalui
ng konfrontatif dan zwaarwichtig (njelimet - bertele-tele). Harron
o-venhein (1989):

arakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi
1), mereka tidak puas atas sistem pe-radilan (dissatistied with the
. disebabkan cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem

t bertele-tele (the delay inherent in a system) dengan cara-cara
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(o saimzal merugikan, antara lain: buang-buang waktu (a waste of time), biaya
S cnsive), mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan
¢ (epan, membuat orang bermusuhan (enemy), melumpuhkan para
paraly@e people).”
Penpadilan mengharuskan pembuktian yang bersifat administratif yang
fa fd mudah bagi masyarakat untuk memenuhinya, sementara
‘#n/swasta dengan mudah mendapatkan data adminisiratif sebagai akibat
% peMmbangunan perekonoinian yang memberikan kemudahan berinvestasi
chl nodal. Meskipun hasil penyelesaian yang diambil dalam proses
Dwoanwes judicata (putusan pengadilan), tetapi diungkapkan oleh Codey
Yectl pada karyanya Fundamentals of the Environment of Business, ternyata
dsat cenderung memilihnya atas alasan "much quicker, no delay, and less
wive” dbandingkan jalur litigasi (Harahap, 1997). Eksistensi dan fungsi
nuinz rampak pada pengertian konseptual yang menerapkan mekanisme
fecaidn® sengketa dengan mengutamakan Usaha-Usaha yang “creative
woin e dan ditempatkan sebagai “the first resort”, sedangkan pengadilan

e

lr‘.

&kt sl

gl

..S‘:"El'.-':

T

“the last resort” (Kubasek dan Silverman, 1997).

beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya minat dan
hadap ADR: Pertama, perlunya menyediakan mekanisme
Zn-sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para
rsengketa; kedua, untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam
aian sengketa; dan ketiga, memperluas akses mencapai atau

adilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri
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k sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu, akan cocok
iyelesaian yang lain, sehingga para pihak dapat memilih
baik (Rahmadi, 1996 ).

ik penyelesaian konflik tersebut mula-mula bentuk
ri, kemudian dengan campur tangan pihak ketiga, pertama
ridis, kemudian penyelesaian yuridis disertai pihak ketiga,
serjuangan politik dan kelanjutan dari perjuangan ini dengan
1 lain yaitu kekerasan (Schuyt dalam Soemitro,1993).

mya peningkatan formalitas dalam deretan bentuk-bentuk
¢ yang disusul kemudian dengan pengurangan formalitas yang
olitik dan kekerasan. Deretan bentuk-bentuk penyelesaian
inkan apa yang di dalam psikologi dikenal dengan mekanisme
1-keadaan yang problematis yaitu reaksi “fight” dan reaksi
rundingan dan intervensi oleh pihak ketiga me-rupakan
dipertimbangkan.

rhatikan kembali deretan bentuk-bentuk penyelesaian konflik
bahwa suatu cara penataan lain yang tidak berbentuk garis
<an gambaran yang lebih jelas lagi. Penyelesaian konflik yang
lebih baik dari pada penyelesaian konflik yang informal dan
¢ tidak selalu harus lebih baik dari penyelesaian yuridis
nitro, 1993).

itaan memang terjadi para pihak yang bersengketa, sebagian

1puan yang ada pada mereka memanfaatkan pengadilan untuk
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nya, sedangkan karena alasan yang scbaliknya, maka sebagian

npu melakukan itu (Rahardjo, 2001 ).

(Negotiation)
osiasi para pihak yang bersengketa berunding secara langsung
idampingi pengacaranya masing-masing) tanpa perantaraan
m menentukan kata akhir penyelesaian sengketa. Penyelesaian
trol oleh para; pihak sendiri atas dasar prinsip "win-win".
t informal dan tidak terstruktur (tidak ada bentuk baku) serta
lak terbatas. Ffisiensi dan efektifitas kelangsungan negosiasi
hnya kepada para pihak.
nd dan Madigen (1992), negosiasi adalah penyelesaian sengketa
-an langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari
bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak
n. Penyelesaian sengketa melalui media negosiasi tidak hanya
imbangkan aspek-aspek hukum semata, melainkan juga faktor-
. Pada tataran negosiasi sengketa, dapat saja unsur-unsur hukum
soalkan asalkan sengketa tersebut mampu diselesaikan dengan
ikan para pihak. Secara yuridis, hasil negosiasi tidak mengikat.
negosiasi bergantung pada itikad baik masing-masing pihak.
‘hadap kesepakatan negosiasi tidak saja mementahkan proses
lah dilakukan, tetapi juga menimbulkan problema teknis tentang

duk negosiasi, sekaligus merupakan kendala dan kegagalan
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2 B . (Mediation)
A \cksikal mediasi adalah: “.....informal dispute reso-lution process
iclg o meutral third person, the mediator, help disputing parties to reach an
wnt @he mediator has no power to impose a decision on the parties”

B39

‘/j‘ Medfasi merupakan Usaha penyelesaian sengketa melalui perundingan
nfan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari penyelesaian yang
aisepdkati para pihak. Peraﬁ mediator dalam mediasi adalah memberikan
ituag substant! dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa. Namun,

medgatdr

1dgk mempunyal kewenangan untuk memutus atau menerapkan suatu

r_l
ot

stvelesaian.  Kewenangan mediator sebagaimana dikatakan G.A.
dgh LK. Patton: "terbatas pada pemberian saran”. Pihak yang
vang mempunyai otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan

& dgantara pihak-pihak yang bersengketa.

add’ prinsipnya, mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak

£(mediator) yang netral dan tidak memihak serta dapat menolong para

dngaks melakukan tawar-menawar secara seimbang. Tanpa negosiasi tidak

Yanpgpdisebut mediasi, mediasi merupakan perluasan dari negosiasi sebagai

saze @ DR dengan bantuan seorang mediator. Christopher W. Moore dalam
nya tiroduction to Disputes Systems design telah mengklasifikasikan tipe-

raediaggior (Christopher Moore dalam Santosa dan Sembiring, 1997).

{lyistopher W. Moore, terdapat dua belas faktor yang menycbabkan

Triedizst menjadi efektif (Yazid,L, 1996).

36



pihak yang bersengketa memiliki sejarah  pernah

. @an berhasil dalam menyelesaikan masalah mengenai beberapa hal.

ra gihaktidal memiliki sejarah panjang saling menggugat di pengadilan

2. proses mediasi. Ketiga, jumlah pihak yang terlibat dalam

luas sampai pada pihak-pihak yang berada di luar masalah.

= yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk
sernzsalahan yang akan dibahas. Kelima, para pihak mempunyai
Hesargntul menyelesaiiian masalah mereka. Keenam, para pihak telah
5 atati alkan mempunyai hubungan lebih lanjut di masa yang akan
o £e8iuks tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal.
ypanc patd pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga. Kesembilan,

(gt vE

=alasan<alasa

ailikis pers

 kuat untuk menyelesaikan sengketa. Kesepuluh, para pihak

yalan psikologis yang benar-benar mengganggu hubungan

Nk
c ZaSlwlas, terdapat sumberdaya untuk tercapainya sebuah kompromi.
w1 e pinak memiliki kemauan untuk saling menghargai.”

berundingan melalui mediasi dikatakan ideal manakala memenuhi

nen@patka® |

-ubstantif, prosedural dan psikologis. Kepuasan substantif

i+ /action) berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak

> misalnya: terpenuhinya ganti kerugian berupa uang, ataupun

- 1
s |
s
o

- rundingan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif tepat.

~dural (procedural satisfaction) terjadi apabila para pihak

15

;ompatan yang sama dalam menyampaikan gagasannya selama
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nva perundingan atau karena adanya kesepakatan yang diwujudkan ke

nerjanjian tertulis untuk dilaksanakan.
Eepu@ psikologis (psychological satisfaction) menyangkut tingkat
sara gihak yang terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan serta

cukan dsnpan sikap positif dalam memelihara hubungan pada masa-masa

Llldr Ukl

7id, 1996). Ada berbagai keuntungan lain mediasi yang

lat&ng

=l

dikemufiakan oleh Ketua Mahkamah Agung diantaranya adalah:
@ da @lua azas penting dal&m mediasi. Pertama ; menghindari menang
h % (win - lose), melainkan "sama-sama menang" (wir-win solution). Sama-
imagrienang tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk
Jupa dkegenangan moril, reputasi (nama baik dan kepercayaan). Kedua ; putusan
kS rfengaamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar

sei@jaran Eepatutan dan rasa keadilan.

4 élab pula dikemukakan, penyelesaian melalui mediasi mempersingkat
L% pefivelesaian dibandingkan berperkara. Perpanjang-panjang waktu dalam

Kirg (lak semata-mata beban ekonomi keuangan. Tidak kalah pentingnya

it
¢
a}

Jalah Babap psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan

pikak yang perperkara.
414015 masvarakat Indonesia, berperkara menimbulkan efek sosial yaitu

{aif silaturrahim. (hubungan persaudaraan atau hubungan sosial). Bukan

&
=2
X

i

pihak yang berperkara. Efek sosial dapat meluas sampai kepada
wbupgait kgkerabatan yang lebih luas. Hal ini dapat terjadi karena suatu perkara
kahsdnsmenjadi kepentingan dan "harga diri" yang berperkara, melainkan
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la kerabat. Suatu perkara bukan hanya melukai pihak-pihak
ibat. Dengan cara mediasi, hal-hal tersebut dapat dihindari.
im yang retak dapat direkat kembali.
at sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
1 dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong-
r tersebut telah membentuk tingkah laku toleransi, mudah
iengkedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama
. merupakan i..nstrumen yang baik menyelesaikan sengketa
~-dasar kekerabatan, paguyuban, atau kekeluargaan.
rupakan gejala gelobal. Menyadari peliknya berperkara
tkum yang makin kompleks, reputasi, dan lain-lain), maka
alternatif cara penyelesaian sengketa telah berkembang
ebagai keluarga bangsa-bangsa, maupun sebagai bagian dari
hukum secara internasional, mediasi merupakan cara yang
1 sengketa-sengketa perniagan lintas nasional.

dari sudut penyelenggaraan peradilan, ada beberapa
i. Pertama, makin banyak sengketa yang dapat diselesaikan
ikan mengurangi tekanan jumlah perkara yang masuk ke
i akan berpengaruh pada kemungkinan penunggakan atau
penyelesaian perkara. Hakim mempunyai kesempatan
n-dalamnya setiap perkara, yang akan meningkatkan mutu
1k kepentingan perkembangan hukum maupun kepentingan

kara. Kedua, pada tingkat kepercayaan sosial yang rendah
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i bagian ADR, mediasi menurut Douglas Amy sebagaimana
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hakim, mediasi merupakan salah satu alat penangkal, karena

~diasi ditentukan oleh pihak-pihak, bukan oleh hakim. Ketiga ;

~angsur berperkara di pengadilan dapat lebih diarahkan pada
alan hukum (bukan nilai perkara) yang kompleks dan mendasar
npengaruhi perkembangan hukum bahkan ilmu hukum.

. demikian, mediasi yang berpangkal tolak pada cooperative
mengandung  pula kelemahan, seperti: Pertama, kemungkinan
| iantara salah sétu pihak yang bersengketa karena sifat mediasi
dan bukannya mandatory. Kedua, terhadap kesepakatan yang
nediasi mungkin tidak dapat dilaksanakan sebab tidak adanya

‘orceability). Ketiga, kesepakatan mediasi bisa disalahgunakan,

)'dea dari buku The Politics of Environmental Mediation, bisa

[-distribution of power (Yazid, 1996).

liasi (Congiliation)

Campbell Black mengemukakan: “Conciliation. The adjustment and
a dispute in a friendly, unantagonistic manner” (Henry C, B, 1991)
ringkali lebih formal dari mediasi. Model Kkonsiliasi yang
¢ 1 Amerika Serikat berbeda dengan yang dipraktekkan di Jepang
. Sclatan. Di Amerika Serikat konsiliasi merupakan tahap awal dari

vang bermotifkan: "winning over by good will (Harahap, 1997).

kan seorang konsiliator dalam proses konsiliasi hanyalah

cran pasif, sedangkan mediator memainkan peran aktif dalam
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pihak untuk menyelesaikan sengketa. Konsiliasi pun didefinisikan

penyelesaian  sengketa melalui perundingan dengan melibatkan

3 netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam

ntuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.
«otiga yang netral dalam konsiliasi lazimnya bersifat pasif atau
ungsi prosedural (WE. Simkin, Leonardd L. Riskin & James E.
un Rahmadi, 1996). Dalam praktek, antara konsiliasi dan mediasi

nerbedaan yang jelas, bahkan keduanya cenderung saling diper-

(arbitration)

aian sengketa melalui arbitrasi berarti dengan cara menyerahkan

tetiga netral yang mempunyai wewenang untuk memutuskan

v, 1991). Dengan memilih penyelesaian secara arbitrasi, eksplisit

e bersengketa memberikan kewenangan (penuh) kepada arbitrator
saikan sengketa. Untuk itulah, dalam penyelesaian sengketa,

irator berwewenang mengambil keputusan yang populer disebut

a

1y bersifat final dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang

& (1he decision rendered by the arbitrator is legally binding) serta

sk pkekuatan eksekutorial (Kubasek dan Silverman, 1997) .

o

1a
e

o umum, penyelesaian sengketa melalui arbitrasi sebagai-mana pula

ipakan metode alternatif penyelesaian yang sangat menguntungkan,

< 'Ees® expensive and less time-consuming, and the formal hearing times and

ct at the parties  mulual convenience”. Namun, pcnyelesaian
41
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rbitrasi juga memiliki disadvantages (Nancy K. Kubasek dan
, 1997)

serbagai bentuk ADR tersebut di atas: negosiasi, mediasi,
bitrasi, dapat ditarik perbedaan-perbedaan berikut: Pertama,
uk ADR berdasarkan pende-katan konsensus, yakni: negosiasi,
| di satu pihak dengan arbitrasi yang bersifat “adversarial” di
antara bentuk- bentuk ADR yang melibatkan pihak ketiga yang
iliasi, mediasi dan arbitrasi di satu pihak dengan bentuk ADR
kan pihak ketiga: negosiasi. Ketiga, antara bentuk-bentuk ADR
sihak ketiga netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk
u: konsiliasi dan mediasi di satu sisi dengan yang mempunyai
1k memutuskan: arbitrasi di sisi yang lain. Keempat, antara
)R yang melibatkan pihak ketiga netral berdasarkan tingkatan
mya dari yang paling pasif: konsiliasi di satu sisi dengan yang
asi di sisi yang lain.

dengan watak arbitrasi yang adversarial, perlu diketengahkan
onseptual tentang ADR (alternatif penyelesaian sengketa) yang
epustakaan: Pertama, sebagian besar para sarjana, antara lain:
wence Susskind, Danis Madigan, Stephen B. Golberg, Eric D.
- E.A. Sander, mengartikan ADR mencakup berbagai bentuk
sketa selain proses peradilan, baik yang berdasar-kan pendekatan
nya: negosiasi, konsiliasi, dan mediasi, maupun yang tidak

skatan konsensus: arbitrasi. Istilah alternatif lebih ditekankan
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nyelesaian sengketa selain pengadilan. Namun, tidak berarti
ayelesaian sengketa di luar pengadilan menyimpang atau
an hukum termasuk kedalam konsep ADR. Altematif
eta (ADR) adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai
1 sengketa selain proses pengadilan (non litigasi) melalui cara-
wrut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensual ataupun
atan adversarial (Hadimulyo, 1997).
aik-bentuk ADR seperti: negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan
rdapat bentuk-bentuk kombinasi yang dalam kepustakaan
oroses "mixed" atau "hybrid” misalnya mediasi dan arbitrasi
-arb" ( Gary, G, 1993): Mediation, followed by arbitration if
to produce anagreement. Difficult where the mediaior acts
nd subsequentty as arbitrator The prospect of arbitration may
illingness to disclose in mediation. Further, if the mediator is
stween the parties, some mediator neutrality and flexibility is
arating the roles between two persons.”
elesaian konflik yang dilakukan aparat pemerintah Kabupaten
masyarakat, kepolisian, kejaksaan/pengadilan, DPRD, tokoh

coh agama, komnas HAM dan komponen lainnya dapat dilihat
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Tabel. 5.1

Usaha Pembangunan Perdamaian

Tahapan pembangunan Hasil yang Aktor perdamaian
1an perdamaian disepakati
yang
n
itara Mempertemukan antara Keputusan Komnas HAM,
.onflik | pihak yang berkonflik di | penyelesaian kepolisian,
DPRD masalah pemerintah daerah
dan masyarakat
Ke pengadilan Yang bersalah Kepolisian,
mendapat ganjaran | pengadilan, yang
berupa tahanan berkonflik dan
penjara masyarakat
m Mempertemukan pihak Pelanggaran Tokoh adat, cerdik
yang berkonflik. Mencari | terhadap hasil pandai, tokoh agama,
solusi yang terbaik untuk | musyawarah akan | aparat desa, dan
mengakhiri tersebut mendapatkan masyarakat
hukuman atau
sanksi yang telah
disepakati
bersama
reneliti 2017

diatas dapat di pahami bahwa terdapat tiga bentuk Usaha
lamaian yaitu; perundingan dengan pihak yang berkonilik,
aum dan musyawarah dan mufakat. Bila dianalisis secara
ip konflik yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, dalam hal
iflik pemerintah lebih mengutamakan perundingan dan
kat kepada pihak yang berkonflik di bandingkan dengan proses
demikian penyelesaian non litigasi sebagaimana yang
tagalung (2000) adalah penyelesaian justru yang utama,
slesaian jalur formal atau litigasi adalah penyelesaian
ah penyelesaian non litigasi tidak dimungkinkan lagi.
sial di Kabupaten Pelalawan dapat dikategorikan kepada konflik

bahwa konflik tersebut sudah terjadi berulang kali yang
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@ sepert api dalam sekam. Dipermukaan memang tidak terlalu kelihatan

B mbulkan gejolak konflik yang besar. Tergantung kepada pemicu

...... st mgenyebabkan timbulnya konflik ini apalagi dilakukan pada saat yang

morgen yang tepat.

Intensias  dan  ekstalasi  konflik sosial apabila tidak cepat dicari

salan@ o maka akan menjadi bom waktu yang suatu saat nanti akan

Apgbila itu terjadi akan menganggu stabilitas dan keamanan daerah.

&polSci masyarakat Pelaiawan cenderung tidak ingin berkonilik untuk

tarn bo# walktu konflik masih bisa diredam. Namun apabila tidak segera di

ko bom waktu konflik sosial di Kabupaten Pelalawan tinggal menunggu

ki Shtuke meledak sebagai mana daerah-daerah lain di Indonesia banyak

liba &onfBk karena pemerintah tidak memberikan solusi yang tepat. Maka

cgbailZn semua pihak dan pembangunan perdamaian di Kabupaten

Pelalawen 3ugdah scharusnya dilakukan berbagai cara dan Usaha untuk melakukan

ut-dtedentif agar konflik tidak terjadi dan mencari berbagai solusi untuk
deatasi konflik yang terjadi.

“abufaten Pelalawan memiliki potensi yang besar baik sumber daya alam

lignibkd maupun potensi yang lainnya. Keberagaman ini mengindikasikan
olerfsi konflik itu berkaitan erat dengan sumber daya alam yang ada,

ifooti juga ada kepentingan politik daerah yang marak terjadi belakangan

sehmian keluasaan di pemerintahan memberi dampak yang signifikan

115
b —

feHidupan sosial masyarakat, Kehidupan sosial masyarakat yang dahulu

icatan kekeluargaan yang erat, sekarang dipisahkan oleh
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<. Politik lokal telah mencerai-beraikan tatanan kekeluargaan,

intar pemangku adat, kerukunan dan kebersamaan masyarakat

an agama di Kabupaten Pelalawan menjadikan kabupaten ini
al agama, walaupun yang paling dominan adalah agama islam
toleransi antar sesama agama, memberikan warna yang khas
1 agama di kabupaten ini.

terhadap konflik yang ada di Kabupaten Pelalawan dengan
pemahaman kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang
hwa perdamaian itu sangat penting dan komitmen yang kuat
ierah untuk selalu menjaga kerukunan diantara masyarakat dan
ntar suku, yang mempunyai latar belakang pendidikan yang
kat strata sosial yang berbeda pula. Disanalah peran penting
hal ini Kesbangpol, Kepolisian dan TNI serta unsur-unsur

jaga perdamaian di Kabupaten Pelalawan.

Mempengaruhi Usaha Pengelolaan Dan Resolusi Konflik

eberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Usaha manajemen
<ukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan yakni pertama
1ana sampai saat ini tidak ada SOP yang jelas mengenai suatu
ik sosial yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, disahkannya

snanganan Konflik Sosial membutuhkan persiapan yang besar
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Jacrah. Pengelolaan dan penyelesaian konflik sosial dilakukan
(s1 masing-masing instansi dan mercka bekerja sesuai dengan
Ingsinya.
andar Operasional Prosedur dalam rangka Penanganan Konflik
dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam
lik sosial secara komprehensif, terintegratif dan sistematis
n para stakeholder dan unsur terkait lainnya sehingga tercapai
dalam pelaksanaan penanganan konflik sosial yang terjadi.
lar Operasional Prosedur Penanganan Konflik Sosial ini dibuat
11 pedoman dalam pelaksanaan tugas dilapangan guna
yang optimal dengan pola kerja yang efektif dan efisien.
ktor kurangnya anggaran. Anggaran sektor publik memiliki
tama, yaitu Anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sektor
ituk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh
)a biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari
h tersebut.
lat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas
engeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat
abkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat
emborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan
1wa setiap oknum pemerintah dapat dikendalikan oleh anggaran.

al instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari
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ng, underspending dan salah sasaran dalam pengalokasian
ang lain yang bukan merupakan prioritas.

<egiatan yang akan diUsahakan oleh Pemerintah Kabupaten
pengelolaan konflik selama ini dihadapkan dengan kurangnya

. Pemerintah Daerah cenderung melakukan Usaha yang bersifat

n kegiatan Ketiga, faktor kurangnya Sumber Daya Manusia
. Pemerintah Daerah sebagai praktisi pengeiola konflik. Faktor
daya manusia dalam pengelolaan konflik dirasa sangat kurang
ngat begitu banyaknya jenis konflik yang dihadapi maka
rdaya manusia yang profesional dalam penaganannya. Sejauh
onflik sosial di Kabupaten Pelalawan masih terbatas pada
nbaga. Sudah dapat dipastikan bahwa penanganannya sesuai

nberdaya manusia di lembaga tersebut.
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